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ABSTRAKSI

MAHARANI FATHIA., Hukum Administrasi Negara, Faka$ Hukum Universitas Brawijaya,
Januari 2013Efektifitas Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kotaldhg Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dand®gangan Terkait Jarak Pendirian
Minimarket Dengan Pasar Tradisional.” (Studi Kasus Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kota Malang)” Lutfi Effendi, S.H. M.Hum ; Dr.lwan Permadi, S.M..H.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas Efiéksi Pasal 23 Ayat 2 Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Renggaraan Usaha Perindustrian dan
Perdagangan Terkait Jarak Pendirian Minimarket Bergasar Tradisional, peraturan tersebut
menyatakan jarak pendirian Toko Modern atau mink@ahanya dapat dilakukan dengan jarak
lima ratus meter antara minimarket dengan pasdistamal, pada kenyataannya masih banyak
pasar tradisional dengan letak minimarket yangrmidari lima ratus meter. Peraturan tersebut
ada sesungguhnya ada untuk melindungi kepentingsstagang kecil, oleh karena itu
pengawasan peraturan tersebut perlu ditegakan.

Rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini dd&la Bagaimana Efektifitas Pasal 23
Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahh0ZTentang Penyelenggaraan Usaha
Perindustrian Dan Perdagangan Terkait Jarak Pandwviinimarket Dengan Pasar Tradisional.
2) Apa hambatan yang dihadapi oleh badan pelaypeajnan terpadu dalam penerapan pasal
23 ayat 2 Peraturan Daerah kota Malang nomor 8nté@@i0 dan bagaimana upaya untuk
menghadapi hambatan tersebut.

Untuk menjawab masalah yang dikaji tersebut, pemaénggunakan metode Pendekatan
yang dilakukan dalam penelitian empiris ini adgd@ahdekatan yuridis-sosiologis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperolefaljan atas permasalahan yang ada,
yaitu Faktor penghambat, antara lain Tenaga dadaB Pelayanan Perijinan Terpadu Kota
Malang yang minim, belum dibentuk dalam struktupdgawaian untuk peninjauan di lapangan
terkait pemberian SIUP (Surat ljin perdagangan)akignya sosialisasi dari aparat pemerintah
terkait ketentuan pasal 23 ayat 2 peraturan daestd Malang nomor 8 tahun 2010 tentang
penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagar@izgaya membuat usaha melalui
franchise atau biasa dikenal dengan waralaba meswatah membudaya di masyarakat. Upaya
yang dilakukan pemerintah kota Malang untuk mergjdgktor penghambat adalah menambah
tenaga dari badan pelayana perijinan terpadu yangnmmembuat anggaran dana yang tersedia
dari pemerintah untuk melakukan pengawasan, mertfajubdah sosialisasi ke pedagang pasar
dan pengusaha, mengurangi budaya membuat usahairfralachise.

Menyikapi hal-hal tersebut di atas, maka sudahyaklaya jika Peraturan Daerah Kota
Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang penyelenggaraahauperindustrian dan perdagangan di
pertahankan, tinggal pengawasannya yang perlu wtinkkatkan.



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah menjadi pemicu banyakiayer IPerda di berbagai tingkatan
propinsi dan kabupaten. Kebijakan tersebut memuiaouberbagai peraturan pendukung untuk
melegitimasi konsep otonomi daerah antara lain : NBJ22 Tahun 1999 dan Undang-undang
Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daersiinuinent hukum dari Pemerintahan Pusat
inilah yang dijadikan landasan dan acuan dalam ymman aturan di tingkat daerah dalam

bentuk Perda.

Sejalan dengan konsep otonomi daerah yang memabepdrsi yang lebih besar kepada
setiap daerah untuk mengatur daerahnya masing-gpaselah satu faktor utama dalam

merealisasikan konsep otonomi daerah ialah dengatuk hukum (Perda).

Semenjak Indonesia mengalami krisis moneter tali998 yang mengharuskan
diterapkannya segala program liberalisasi. Haktarsberujung pada ditandatanganitetéer of
intent dengan IMF yang memberikan peluang besar kepagsstasi asing untuk masuk di
Indonesi& Salah satunya di bidang industri ritel. Sejak $@atperitel-peritel asing atau pasar
modern mulai berdatangan dan meramaikan induséli Indonesia. Pengusaha pasar modern
sangat aktif untuk melakukan investasi baik ituadalskala Hypermarket, Supermarket dan
Minimarket. Salah satu contohnya adalah Contin€atrefour, Hero, Walmart, Yaohan, Lotus,

Mark & Spencer, Sogo, Makro, Seven Eleven, danl€Kc Begitu juga dengan pengusaha lokal

! Huma. ‘Proses Penyusunan Peraturan Daerah Dalam Teori &K (Jakarta Sinar Grafika, 2007), him 88
2 Harvey, David, Januari. “Neoliberalisme & Restotéslas Kapitalis”.. (Yokyakarta :Resist Book, 200BIm.24



yang membangun usaha minimarket seperti Indomarettfamaret, alfa midi dan alfa express.

Hadirnya perusahaan tersebut sekarang membebdnai kisail.

Kehadiran minimarket jelas mengurangi pendapatadageng yang selama ini
menghidupi keluarga pedagang tradisional. Pemérisgempat seolah tidak mau tahu dengan
mudah memberikan izin pembangunan. Akibatnya tekdkikit warga yang melakukan protes.
Masyarakat setempat melakukan protes sebagai bekéklecewaan terkait keberadaan
minimarket. Mayarakat beranggapan minimarket-mimkaa sekarang ini telah merusak
perekonomian pedagang tradisional. Seperti halngsamp tawangmangu, letak minimarket
indomaret dan alfamaret tersebut, sangat dekatatlepgsar tawangmangu yang hanya berjarak
sekitar 100 meter. Padahal, mestinya berdasarkiatupgn yang ada, jarak antara minimarket
dengan pasar tradisional harus 500 meter. Haliohals sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat 2
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010tahgn Penyelenggaraan Usaha

Perindustrian Dan Perdagangan.

Merespon keresahan masyarakat tersebut, pemedatahh Kota Malang mengeluarkan
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010tahgn Penyelenggaraan Usaha
Perindustrian Dan Perdagangan. Pertimbangan dikaluaya Perda ini adalah bahwa usaha
perindustrian dan perdagangan sangat penting dakmgka meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah guna peningkatan taraf hidup daejda&®raan masyarakat. Perkembangan
industri dan perdagangan di daerah perlu diatuga@®nmemperhatikan kemampuan modal

usaha, iklim usaha dan investasi serta kelestingkungan.

3 http://nasional.inilah.com.matikan-pedagang-tradisional-minimarket-disegel, diunduh pada 28 oktober 2012



Ada dua hal yang menjadi pemicu utama berbagai gsalahan seputar pasar tradisional
dan pasar modern. Yaitu pada satu sisi, adanyabké@@an dan perkembangan ritel modern
yang terus berkembang, dan disatu sisi ada otodaerah yang menyebabkan mau tidak mau,

urusan pasar menjadi urusan pemerintah daerah.

Bertumbuhnya minimarket khususnya Indomaret di KMalang belakangan ini,
dianggap secara tidak langsung mengancam dan mehkap pedagang tradisional. Karena itu
pemerintah daerah diminta memikirkan nasib pedadatg yang bisa saja kehilangan mata
pencaharian akibat tergilas perusahaan besar. Pé¢amedi wajibkan mengkaji ulang pemberian

izin pendirian minimarket-minimarket tersebut.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 201QahgnPenyelenggaraan Usaha
Perindustrian Dan Perdagangan dibentuk dengan ngaigiketentuan Peraturan Presiden
Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembitessn Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern. Adapun arah kebijakan yang imdjgapai antara lain pemberdayaan pasar
tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang sesagig memerlukan, saling memperkuat,
serta saling menguntungkan; memberikan pedomanpeayelenggaraan ritel tradisional, pusat
perbelanjaan, dan toko modern; memberikan normaxadeadilan, saling menguntungkan dan
tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok bdesmgan toko modern; pengembangan
kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipti fgersaingan dan keseimbangan kepentingan

produsen, pemasok, toko modern dan konsumen.

Untuk menegaskan Perpres No. 112, pemerintah kéntbahgeluarkan aturan

pendukung yaitu Permendag No. 53 Tahun 2008 tenPampman Penataan dan Pembinaan



Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Mod&uran ini, lebih rinci mengatur

mengenai zonagperjanjian perdagangan (traiding term) dan perizina

Kontribusi pasar tradisional terhadap masyarakatpanerintah kota Malang tidak bisa
dianggap tidak begitu penting. Dari bebarapa pasalisional, seperti Pasar belimbing, Pasar
dinoyo, pasar tawangmangu, dll, omzet yang disugkem untuk pendapatan asli daerah

dibidang retribusi baik sampah dan kios terbilaagéb.

Dalam proses penyusunan Perda, berbagai pihakanbeaitwa keterlibatan publik dan
pemerintah yang terkait dirasa sangat kurang. Vialaketerlibatan publik tidak menjadi suatu
kewajiban tetapi menjadi ironi ketika suatu atuyang tujuan dasarnya melindungi keberadaan
pasar tradisional, justru tidak melibatkan peradagang pasar tradisional dalam perumusan

suatu Perda.

Alih-alih meningkatkan daya saing pasar tradisideaat aturan Perda, kenyataan justru
sebaliknya. Implementasi Perda dilapangan dirask tberjalan sesuai harapan. Banyak sekali
toko modern yang jaraknya sangat berdekatan dempgaar tradisional, sebut saja Pasar
Tawangmangu dengan alfamart, padahal Pasal 23uRsraDaerah Kota Malang Nomor 8
Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perimgdusiban Perdagangan, sudah
menyebutkan secara implisit, yaitu:

(1) Lokasi pendirian Toko Modern wajib mengacu pBdmcana Tata Ruang Wilayah,Rencana
Detail Tata Ruang Kota termasuk peraturan zonasinya

(2) Terhadap pendirian Toko Modern yang dilakukbein gengelola jaringan minimarket hanya
dapat dilakukan pada jarak 500 (lima ratus) meta@araminimarket, toko dan pasar

tradisional/usaha perdagangan mikro.



(3) Tata cara pendirian Toko Modern akan diatuthiédnjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Khususnya dalam Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daersdn Malang Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Datadzargan, sudah menyebutkan secara
implisit, Terhadap pendirian Toko Modern yang diké&n oleh pengelola jaringan minimarket,
seperti halnya Indomaret dan alfamaret hanya ddif@ukan pada jarak 500 (lima ratus) meter
antar minimarket, toko dan pasar tradisional/ugsrdagangan mikro

Secara garis besar pemerintah daerah dibantu cd¢hars Kerja Perangkat Dinas
Perindustrian dan Perdagangan yang berperan pedélagn hal penegakkan hukum masih
lemah.

Di dalam Perpres ditekankan bahwa pemerintah dagitzerikan kewenangan penuh
dalam mengatur pemberian izin usaha dan pendire@sarpmodern. Alasannya, pemerintah
daerah adalah pihak yang paling mengetahui konskdempat dan mampu melakukan
pemantauan secara berkala. Sehingga banyak oramtainb@hwa aturan yang tertulis di dalam
Perda serasa menjadi aturan belaka karena tidalptémentasikan secara serius.

Mengenai hal-hal tersebut di atas terdapat pernigata antaralas sollendandas sein
yakni pada peraturan Pasal 23 Ayat 2 PeraturanabDa€ota Malang Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Ddadaergan, yang mengatur jarak pendirian
Toko Modern atau minimarket hanya dapat dilakukamgeén jarak 500 (lima ratus) meter antara
minimarket dengan pasar tradisionBlos sollentersebut bertentangan dengdos seimya,
yakni jarak pasar tradisional, dengan letak minkeamdomaret dan alfamaret tersebut, sangat

dekat dengan pasar tawangmangu yang hanya besgka&r 50 meter.



Berdasarkan hal tersebut maka penulis melakukaelipan serta menuangkan dalam
bentuk skripsi yang berjuddEfektifitas Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah KotaMalang
Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaharielustrian Dan Perdagangan

Terkait Jarak Pendirian Minimarket Dengan Pasar Tradisional.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas,maka dhpahuskan permasalahan sebagai

berikut:

1. Bagaimana Efektifitas Pasal 23 Ayat 2 Peraturanréda&ota Malang Nomor 8 Tahun
2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Headagangan Terkait Jarak
Pendirian Minimarket Dengan Pasar Tradisional?

2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Badan pelayanajnparterpadu dalam penerapan
pasal 23 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang n8ntettun 2010 dan bagaimana upaya

untuk menghadapi hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas Pa3alyat 2 Peraturan Daerah Kota
Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggarasahd) Perindustrian Dan
Perdagangan.

2. Untuk mengetahui, menemukan dan menganalisisortékkior penghambat dan
pendukung Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah KotaaddaNomor 8 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Datad#ergan dan bagaimana cara

mengatasinya.



D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penelitian ini dapat dibagi, sebhgakut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini ditujukan untuk mengembanghiamu hukum pada umumnya dan

pengembangan ilmu hukum administrasi negara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah daerah, hasil dari penelitardiharapkan dapat digunakan untuk
kemajuan pemerintah daerah dalam mengawasi bangyaknyimarket yang

berkembang di daerah.

b. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini dapdigunakan sebagai bahan untuk
menambah wawasan, yaitu mengenai bentuk-bentuingengan terhadap hak-hak

buruh dan pengusaha terkait dengan pembuatan erggerusahaan.

c. Bagi Pengusaha , hasil penelitian ini diharapkikan dapat menjadi landasan untuk
meningkatkan dan memperbaiki kualitas perusahaargashe mempertimbangkan

keadaan pasar tradisional, sehingga kedua usaebtedapat maju bersama.

d. Bagi masyarakat umum khususnya pedagang tadisi Penelitian ini dapat
digunakan sebagai bahan wacana guna masukan igiobag pedagang tradisional
agar mereka mengetahui dan mengerti akan hak-hakkmeebagai pelaku usaha

mikro.

E. Sistematika Penulisan



Sistematika penulisan meliputi lima bagian:

BAB | : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalaliatujdan manfaat penelitian, dan

sistematika penulisan.

BAB Il : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan berbagai aspek-aspek hylang terdapat dalam judul penelitian.

BAB Il : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis data, metodegypapulan data dan metode analisis

data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasaaraateskritif yaitu dengan menguraikan
data-data yang telah diperoleh dari DisperindagaBiPerijinan, pengusaha minimarket
dan pedagang pasar tradisional. Selanjutnya desalengan menggunakan beberapa
peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukumna&lrasi negara. yaitu Undang-

undang

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan atas pembahasan dan saran-samag dgiperlukan dalam proses
mengadakan tertib adminitrasi ketenagakerjaan.dambarikan solusi yang tepat untuk

menangani faktor-faktor yang menghambat penegaletib t administrasi, yakni



Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 201QahgnPenyelenggaraan Usaha

Perindustrian Dan Perdagangan.

DAFTAR PUSTAKA
Berisi keseluruhan literatur dan referensi sertegpeang yang telah dijadikan acuan

dalam menulis skripsi



BAB Il

KAJIAN PUSTAKA

1. Efektifitas

Efektifitas berasal dari kata efektif yang berasila efeknya (akibat, pengaruh,
kesannya); dapat membawa hasil; berdaya guna ifgetitedakan). Efektifitas diartikan sebagai

taraf sampai sejauh mana suatu kelompok mencgpantwya’

Pengertian efektifitas adalah keadaan yang mengagndengertian mengenai terjadinya
suatu efek atau akibat yang dikehendaki seseoratigakmelakukan suatu perbuatan dengan
maksud tertentu yang dikehendakinya, maka oranakiam dikatakan efektif kalau menimbulkan

akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yangeatidakinya

Menurut Soewono Handayadiningrat memberikan ggfirahwa yang dimaksud dengan
efektifitas dalam pemeritntahan adalah suatu tujdan sasaran yang telah tercapai sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan, dan yangadiengikator keefektifan adalah tercapainya
tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan gamgengaruh besar terhadap kepentingan

masyarakat banyak, baik dalam bidang poitik, ekdnsasial, dan buday.

4
5
6

Soerjono soekantBeberapa aspek sosio yuridis masyarakhtmni, Bandung, 1983, hal 41.

The Liang GieAdministrasi Perkantoran ModeyiNur cahaya, Jakarta, hal 324

Soewono Handayaningragngantar studi ilmu hukum administrasi dan manajemlumni,Bandung, 1994,
hal 34



Efektifitas adalah kemampuan melaksanakan tugasgsi (operasi kegiatan program
atau misi daripada suatu organisasi atau sejenigaryg tidak adanya tekanan atau ketegangan

diantara pelaksanaanya.

Jadi dari beberapa pendapat ahli diatas dapahpliskan pengertian efektifitas yaitu
terjadi efektif atau tidak peraturan daerah itddiam masyarakat, apakah masyarakat menaati

atau tidak peraturan daerah di dalam masyarakat.
2. Pengertian Efektifitas Hukum

Efektifitas diartikan sebagai sesuatu atau kordlishana telah sesuai dengan target atau
tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan. Ada palag menyatakan suatu hukum itu
dikatakan efektif apabila warga masyarakat berplanisesuai yang diharapkan atau dikehendaki
oleh hukurfi . Dalam penelitian ini tinjauan terhadap efelasitlebih dikhususkan kepada
tingkat pelaksanaan pada penerapan Peraturan D#&etahMalang Nomor 8 Tahun 2010

Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Ddadzergan.

Secara konsepsional, maka inti dari efektifitasumikerletak pada bagian menyerasikan
hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kai#aldah yang mantap dan sikap tindak
sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir,ukunienciptakan, kemudian, dan

mempertahankan bagaimana menjaga keharmonisan dekadupan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimputlkdnwa masalah utama dari efektifitas

penegakan hukum sebenarnya terletak dari indikgsorg memungkinkan dapat dikatakan

” Agung KurniawanTransformasi Pelayanan PubliRembaruan, Yogyakarta, 2005, hal 109

8 Soerjono Soekant&fektifitas Hukum dan Penerapan SanBsindung: Remadja Karya, 1985, him 1-2.



efektif atau tidak. Indikatornya mempunyai artimét Sehingga dapat muncul sisi positif atau

negatif yang terletak pada isi indikator.

Indikator untuk menentukan efektifitas penegakakuhu atau tidak sebagai berikut

menurut Soerjono Soekarto

1. Indikator hukum tertulis, dalam arti material adaf@eraturan tertulis yang berlaku umum
dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerahsggmglengan demikian, maka undang-
undang dalam arti materiil. Hukum tertulis terseimeincakup:

a. peraturan pusat yang berlaku untuk semua wargaaeggu suatu golongan tertentu
saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilaggiana;
b. peraturan setempat yang hanya berlaku di suatuatesitgou daerah saja.
Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, tersgberapa asas yang tujuannya
adalah agar undang-undang tersebut mempunyai daygvek positif. Artinya supaya hal

tersebut mencapai tujuannya sehingga tercapaittifgas.

2. Peranan penegak hukum, yakni pihak-pihak yang metakenaupun menerapkan hukum,
oleh karena pembahasan mengenai penegak hukumaseyerebih banyak tertuju pada
diskresi. Sebagaimana dikatakan di muka, maka eisknenyakup pengambilan keputusan
yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana peml pribadi juga memegang peranan. Di
dalam penegakan hukum diskresi sangat penting,kalegma:

a. tidak ada peraturan perundang-undangan yang sedenkgkap,
b. adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikamgeang-undangan dengan

perkembangan dalam masyarakat,

° Soerjono Soekant&fektifitas Hukum dan Penerapan SanEsindung: Remadja Karya, 1985, him 1-2.



c. kurangnya biaya untuk menerapkan undang-undang.

Peranan penegak hukum dikatakan efektif apabila :

a. fokus utamanya dinamika masyarakat,

b. lebih memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajibeta sanggung jawabnya dari
pada kedudukan dengan lambang yang cenderungabesifsumtif,

c. lebih mudah untuk membuat suatu proyeksi karenaupatan perhatian pada segi
prosesual,

3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakamhu&inpa adanya sarana atau fasilitas
tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum dkeataefektif. Sarana atau fasilitas
tersebut, antara lain:

Mencakup tenaga manusia yang berpendidikan, om@gnigang baik, peralatan yang
memadai. Jika hal tersebut tidak dipenuhi, makatamilspenegakan hukum akan mencapai

tujuannya.

4. Masyarakatyakni lingkungan, di mana hukum tersebut akan alkean. Efektif tidaknya
penegakan hukum berasal dari masyarakat, karenamhubertujuan untuk mencapai
kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu amakst dapat mempengaruhi
penegakan hukum tersebut.

5. Kebudayaanyakni sebagai hasil karya, cipta, dan karsa yadgsdirkan pada karsa manusia
didalam pergaulan. Faktor kebudayaan sebenarnygathepadu dengan faktor masyarakat.

Sengaja dibedakan karena dalam pembahasannyandjbi@an masalah sistem nilai-nilai



yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atan noateriil. Sebagai suatu sistem, maka
hukum mencakup, struktur, substansi dan kebudaYaan.

3. Kajian tentang pelaksanaan

Menurut kamus bahasa Indonesia pengertian pelaksatalah hal, cara atau hasil kerja
melaksanakaf Pelaksanaan dapat pula diartikan sebagai penef@panimplementasi dari
ketentuan normatif pada peristiwa tertentu, di mansn adalah sebagai hasil akhirnya. Tujuan
yang dimaksud adalah terpenuhinya kewajiban danlgiean hak secara timbal balik antara

pihak-pihak terkait.

Pelaksanaan hukum ditentukan dari nama dan isaratunkum itu sendiri berdasar sudut
kefilsafatan. Hal itu merupakan alasan paling pgntmengapa karena masyarakat akan
menerima hukum. Jika masyarakat menerima hukum,anmkreka juga akan berperilaku
mematuhi hukum. Hal itu sekaligus akan membawa aakibagi para pejabat hukum
dimungkinkan untuk melaksanakan dan menegakkandgdi bisa dilihat bahwa hukum
membawa hukum itu sendiri dari aspek sistematikalaPdasarnya hukum merupakan suatu

sistem konseptual aturan hukum dan putusan hdkum.

10http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2008/11/hukum-ketenaga-kerjaan-efektiﬁkas.htm,Iog.cit. Diunduh pada
14 Ootober 2012

' Rudy T.ErwinKamus Bahasa Indonesi@lakarta: Sinar Grafika, 2007), him 88.
12http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2008/11/hukum-ketenaga-kerjaan-efektifitas peraturan

perusahaan.html. diunduh pada 28 October 2012



4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010’entang Penyelenggaraan Usaha

Perindustrian Dan Perdagangan

Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 T&@1® Tentang Penyelenggaraan

Usaha Perindustrian Dan Perdagangan, sudah mekgelsécara implisit, yaitu:

(1) Lokasi pendirian Toko Modern wajib mengacu pBdmcana Tata Ruang Wilayah,Rencana
Detail Tata Ruang Kota termasuk peraturan zonasinya

(2) Terhadap pendirian Toko Modern yang dilakukbei ggengelola jaringan minimarket hanya
dapat dilakukan pada jarak 500 (lima ratus) mete@araminimarket, toko dan pasar
tradisional/usaha perdagangan mikro.

(3) Tata cara pendirian Toko Modern akan diatuihlédnjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nogofahun 2010 Tentang
Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagasg@dah menyebutkan secara implisit,
Terhadap pendirian Toko Modern yang dilakukan glehgelola jaringan minimarket, seperti
halnya Indomaret dan alfamaret hanya dapat dilakydema jarak 500 (lima ratus) meter antar
minimarket, toko dan pasar tradisional/usaha pendgan mikro.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 201QahgnPenyelenggaraan Usaha
Perindustrian Dan Perdagangan, dibentuk dengan Mempangkan usaha perindustrian dan
perdagangan sangat penting dalam rangka meningkg@ikgumbuhan ekonomi daerah guna

peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyaralen perkembangan industri dan



perdagangan di daerah perlu diatur dengan memgerhakemampuan modal usaha, iklim

usaha dan investasi serta kelestarian lingkungan.

5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 TentanBenataan dan Pembinaan Pasar

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan daerah kota Malang Nomor 8 tahun 201@rtgrpenyelenggaraan usaha
perindustrian dan perdagangan dibentuk dengan mgaigketentuan peraturan presiden nomor
112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaantpadiaronal, pusat perbelanjaan dan toko
modern. Dengan semakin berkembangnya usaha pegiaganeran dalam skala kecil dan
menengah, usaha perdagangan eceran modern dalanbegar, maka pasar tradisional perlu

diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang, s&iasg memerlukan, saling memperkuat

serta saling menguntungkan. untuk membina pengegainandustri dan

perdagangan barang dalam negeri serta kelanca@ibuasi barang, perlu memberikan pedoman
bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat lagjhan dan toko modern, serta norma-norma
keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanamdaubungan antara pemasok barang
dengan toko modern serta pengembangan kemitragiadl@isaha kecil, sehingga tercipta tertib

persaingan dan keseimbangan kepentingan produseaspk, toko modern dan konsumen.

Dalam pasal 4 ayat 1 peraturan presiden nomordiiht2007 tentang penataan dan

pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaatotarmodern menyebutkan bahwa:

(1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modejibwa



a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masydrddederadaan Pasar Tradisional,

Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilgga bersangkutan.

b. Memperhatikan jarak antara Hypermarket dengaarPEadisional yang telah ada

sebelumnya.

Jadi dalam mendirikan pasar modern dan minimagjenss indomaret, alfamart, dan
hypermarket harus memperhitungkan kondisi sos@aheki masyarakat, keberadaan pasar
tradisional,usaha kecil dan usaha menengah yarahsagh sebelumnya dan memperhatikan

jarak antara pasar moden dan pasar tradisionaltgéaigada sebelumnya.

6. Minimarket

Minimarket adalah sebuah jenis usaha yang mengg&bunantara konsep swalayan
dalam skala kecil dengan target pasar yang sam@adetarget pasar pada pasadisional.
Minimarket pada dasarnya adalah sebuah bidang ugahg dilakukan oleh pengusaha-
pengusaha yang tidak dapat dikategorikan sebagdaiulbeisaha mikro,atau kecil. Akan tetapi,
minimarket adalah sebuah bidang usaha yang kategmtalnya masuk dalam kategori industri

menengah-keatas.

Faktanya, konsep minimarket yang berkembang dirlesia adalah konsep minimarket

dengan standarisasi fasilitas swalayan. Dengan&ataminimarket adalah swalayan kecil.

Sebuah minimarket sebenarnya adalah semacam "tekmt&ng" atau yang menjual
segala macam barang dan makanan, namun tidak kefewnign sebesar sebuah supermarket.

Berbeda dengan toko kelontong, minimarket meneragistem swalayan, dimana pembeli



mengambil sendiri barang yang ia butuhkan darire&kdagangan dan membayarnya dikasir.

Sistem ini juga membantu agar pembeli tidak berigita

Minimarket yang ada di Indonesia adalah Alfamantjomaret, Ceriamart, Starmart,
Circle K, dan lain-lain Sebuah minimarket jam bukanuga lain dari sebuah supermarket,

minimarket circle K jam bukanya hingga 24 jam, begiga sebagian alfamart dan Indomaret.
7. Pasar Tradisional

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistemtusistprosedur, hubungan sosial dan
infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasatdaaga kerja untuk orang-orang dengan
imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual meng@malat pembayaran yang sah seperti uang.
Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomianadialah pengaturan yang memungkinkan
pembeli dan penjual untuk item pertukaran. Persaingangat penting dalam pasar, dan
memisahkan pasar dari perdagangan. Dua orang mungkiakukan perdagangan, tetapi
dibutuhkan setidaknya tiga orang untuk memilikiggasehingga ada persaingan pada setidaknya
satu dari dua belah pihak. Pasar bervariasi dakaman, jangkauan, skala geografis, lokasi jenis
dan berbagai komunitas manusia, serta jenis balangasa yang diperdagangkan. Beberapa
contoh termasuk pasar petani lokal yang diadakaaluwi-alun kota atau tempat parkir, pusat
perbelanjaan dan pusat perbelanjaan, mata uangastenal dan pasar komoditas, hukum
menciptakan pasar seperti untuk izin polusi, dasapdegal seperti pasar untuk obat-obatan

terlarang.

5 http://id.wikipedia.org/wiki/Supermarket, diunduh pada 1 november 2012



Dalam ilmu ekonomi mainstream, konsep pasar adatehiap struktur yang
memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukasjbarang, jasa dan informasi. Pertukaran
barang atau jasa untuk uang adalah transaksi. Pasarta terdiri dari semua pembeli dan
penjual yang baik yang memengaruhi harga nya. Pehgai merupakan studi utama ekonomi
dan telah melahirkan beberapa teori dan model rignk&kuatan pasar dasar penawaran dan
permintaan. Ada dua peran di pasar, pembeli dajuglefPasar memfasilitasi perdagangan dan
memungkinkan distribusi dan alokasi sumber dayardahasyarakat. Pasar mengizinkan semua
item yang diperdagangkan untuk dievaluasi dan h&ghuah pasar muncul lebih atau kurang
spontan atau sengaja dibangun oleh interaksi manusiuk memungkinkan pertukaran hak

(kepemilikan) jasa dan barang.

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya gedian pembeli serta ditandai
dengan adanya transaksi penjual pembeli secarasuaggdan biasanya ada proses tawar-
menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-ki@s agerai, los dan dasaran terbuka yang
dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasastvayakan menjual kebutuhan sehari-hari
seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buahr-saywran, telur, daging, kain, pakaian
barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain #@da pula yang menjual kue-kue dan barang-
barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyakndikan di Indonesia, dan umumnya terletak
dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembek oréncapai pasar. Beberapa pasar
tradisional yang "legendaris" antara lain adalakap&eringharjo di Yogyakarta, pasar Klewer
di Solo, pasar Johar di Semarang. Pasar tradisthrsaluruh Indonesia terus mencoba bertahan

menghadapi serangan dari pasar modérn.

- http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar#Pasar_tradisional, diunduh 2 November 2012



BAB Il
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian

Penelitian tentang efektifitas Pasal 23 Ayat 2 ®eas Daerah Kota Malang Nomor 8
Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Periiagiudain Perdagangan terkait jarak

Minimarket dengan Pasar tradisional, merupakars jeenelitian empiris.
B. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan YauBdisiologis. Pendekatan Yuridis
Sosiologis ini digunakan untuk mengkaji masalahgytamjadi di masyarakat atau penerapannya
dalam kenyataan kemudian mengkaitkannya dengantup@ma perundang-undangan yang
berlaku. Dapat dijadikan arahan untuk menganalegalay hukum yang timbul dan kemudian

hasil pembahasan yuridis tersebut akan diarahkda @spek sosiologfs.

Secara yuridis penelitian ini memfokuskan padalp@asal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah
Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang PenyelemggarUsaha Perindustrian Dan
Perdagangan, sedangkan secara sosiologis penghiigiokus mengkaji tentang efektifitas

pelaksanaanya di lokasi penelitian.

15" Bambang Waluyd?enelitian Hukum Dalam PrakteBinar Grafika, Jakarta, 1991, hal 20



Jadi penelitian ini bertujuan untuk menemukan fgfdet finding) kemudian dilanjutkan
dengan menemukan masalgroplem finding),kemudian menuju pada identifikasi masalah

(problem identificationjlan akhirnya menuju kepada penyelesaian masatahlém solution}®

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Malang tepatnya di dgdepasar tawangmangu lowokwaru,
peneliti mengambil di lokasi tersebut karena diakbalang banyak berdiri usaha franchise
berupa alfamaret dan indomaret dan tepatnya dirp@s@angmangu terdapat pasar yang
berdekatan dengan minimarket dan di daerah tersevdapat minimarket yang jaraknya
berdekatan dengan minimarket lainnya yang besedreldbn hanya dipisahkan dengan sebuah
rumah makan siap saji. Minimarket yang paling b&nlgarkembang di kota Malang adalah

alfamart, alfamidi, dan indomaret.
D. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis data
Data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini meliputi :

1) pengalaman BP2T dalam melakukan pengawasan,

16 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukurreks, Jakarta, 1986



2) pengalaman BP2T tentang faktor-faktor yang mangjat dalam melaksanakan

Perda secara efektif,
3) pengalaman Pedagang Pasar dalam menyikapi pegakgan usaha minimarket.
4) Pengalaman pengusaha minimarket dalam pendisiaina.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen itegukan dilapangan, baik

dari instansi pemerintah atau swasta.

Sumber Data
Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri:dar

a. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dariihasmwancara dengan pengawas
BP2T, pedagang pasar tradisional, pengusaha.

b. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dakiwmen-dokumen di BP2T.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu:
Data Primer

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data prigiadam penelitian ini adalah
melalui wawancarairfterview). Wawancara atau interview merupakan salah s&nikie

pengumpulan data dengan cara melakukan tanya js@aa lisan dan langsung antara



dua orang atau lebf.Wawancara dilakukan dengan cara wawancara te(ardinect

interview) yang memperhatikan :

a. Rencana pelaksanaan wawancara.

b. Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawgveaban.

c. Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yiangwancarai.
d. Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustak8taudi kepustakaan dilakukan melalui
penelusuran bahan pustaka, penelusuran internetstddi dokumentasi berkas-berkas

penting dari institusi dengan mengutip data damiser yang ada.
F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pipakg terkait dalam rangka efektifitas
Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang N@rbethun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Usaha Perindustrian Dan Perdagangan terkait jarakrdrket dengan Pasar tradisional, yaitu
pejabat di badan pelayanan perijinan terpadu, @eupgasar tradisional, dan pengusaha

minimarket.
2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan cgtratified sampling Sampel responden

tersebut adalah pihak yang mewakili pejabat pelayarerijinan terpadu yaitu pengawas. Untuk

17" Kartini Kartono,Pengantar Metodologi Riset SosiMandar Maju, Bandung, 1996, him 22



memberikan data dan informasi berkaitan dengartiéfak Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah
Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang PenyelemggarUsaha Perindustrian Dan

Perdagangan di Kota Malang.

G. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh diolah kemudian di aimlisenggunakan metodieskriptif
kualitatif melalui proses editing, proses tabulasi data priserta proses interpretasi dari data
tersebut yang mengungkapkan suatu masalah ataadweadau peristiwva sebagaimana adanya
dalam bentuk uraian kalimat. Dengan mendeskripsidan menganalisis data-data yang
diperoleh di lapangan kemudian ditarik sebuah kpslan sesuai dengan permasalahan yang

dikaji.

Analisis difokuskan pada efektifitas Pasal 23 AfgaPeraturan Daerah Kota Malang
Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usahad&srian Dan Perdagangan,
Selanjutnya juga dideskripsikan mengenai pendukuwdan hambatan-hambatan dalam
pelaksanaan Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Katanigl Nomor 8 Tahun 2010 Tentang

Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan

Analisis kualitatif merupakan bagian lanjutan sstetlisusun suatu gambaran data, baik
mengenai efektifitas Pasal 23 Ayat 2 Peraturan @adéfota Malang Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dalad@ergan. Serta mendeskripsikan faktor-
faktor pendukung serta hambatan-hambatan yang aphaidlam penerapan peraturan tersebut.
Dengan analisis kualitatif kajian dilakukan seckiah mendalam terhadap obyek penelitian.

Oleh karena itu, dengan model analisis deskripidlikatif, analisis hasil penelitian ini tidak



hanya sekedar menyajikan gambaran obyek penelitretainkan disisi lain mengkaji pola

kualitas hasil deskripsi yang dilakukan secaragirstiedalam pelaksanaan penelitian ini.

H. Definisi Operasional

Definisi Operasional dalam penelitian ini adalakkéfitas pasal 23 Peraturan Daerah
Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010, dalam penelitiariarcapai efektif apabila ada sekitar 90%
(Sembilan puluh persen) pengusaha membuat pergterasahaan, dan dapat dikatakan efektif

juga jika ada indikator-indikator berikut menuroegono soekanto:

1. Berlakunya kaidah hukum tertulis, tersirat baparasas yang tujuannya adalah agar undang-
undang tersebut mempunyai dampak yang positif. npati supaya hal tersebut mencapai

tujuannya sehingga tercapailah efektifitas.

Peranan penegak hukum dikatakan efektif apabila :

- Fokus utamanya dinamika masyarakat,
- Masyarakat mentaati atau mengikuti peraturan dagay berlaku di daerahnya.
2. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegaklamh tanpa adanya sarana atau fasilitas

tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum dideatafektif.

3.Masyarakatgdalam hal ini pengusaha memiliki peranan pentinigkeananya pasal 23 Ayat 2
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010tafign Penyelenggaraan Usaha
Perindustrian Dan Perdagangan Terkait Dengan Jaesklirian Minimarket Terhadap Pasar
Tradisional. Jika pengusaha memenuhi semua amam@ng-undang maka hukum ini baru

dikatakan efektif.



4. Kebudayaan, yakni apa saja yang dilakukan makgtisecara terus menerus dan berulang-
ulang. Budaya dapat dijadikan ukuran efektif atdakinya pelaksanaan undang-undang. Jika
sudah membudaya masyarakat mengabaikan sebuah makanmaka dapat dikatakan hukum

ini berjalan tidak efektif.

5. Minimarket,dalam hal ini pengusaha yang melakukamchisedengan pihak Indomaret dan

alfamart.

6.Pasar tradisionaljalam hal ini adalah pasar tradisional di Kota Mglaantara lain Pasar

belimbing Pasar tawangmangu dan Pasar Dinoyo.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Daerah

Kota Malang, adalah sebuah kota di iPrgJawa Timur, Indonesia. Kota ini berada di
dataran tinggi yang cukup sejuk, terletak 90 knetdbselatan Kota Surabaya. Malang
merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur, dah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur
karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letgiaryang berada ditengah-tengah wilayah
Kabupaten Malang secara astronomis terletak 112,062,07° Bujur Timur dan 7,06° - 8,02°

Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagaiuierik

=

Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Katasg Kabupaten Malang
2. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tiognigabupaten Malang
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatasaft Kabupaten Malang

4. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Raugpaten Malang

Serta dikelilingi gunung-gunung :

1. Gunung Arjuno di sebelah Utara
2. Gunung Semeru di sebelah Timur
3. Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat

4. Gunung Kelud di sebelah Selatan

Kota Malang terdiri atas 5 kecamatan, yaitu:



=

. Kedungkandang

2. Sukun

w

. Klojen
4. Blimbing

5. Lowokwaru

Keadaan tanah di wilayah Kota Malang antara lain :

1.Bagian selatan merupakan dataran tinggi yang cldagy cocok untuk industri
2.Bagian utara merupakan dataran tinggi yang subegkcuntuk pertanian
3.Bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keakaeng kurang subur

4.Bagian barat merupakan dataran tinggi yang amatrhenjadi daerah pendidikéf.
Visi dan Misi Kota Malang

Pemerintah kota Malang dalam pelaksanaan pembandpanpedoman pada RPJM daerah

dimana di dalamnya terdapat visi kota malang yaitu
1. Kota pendidikan yang berkualitas
2. Kota sehat dan ramah lingkungan
3. Kota pariwisata yang berbudaya

4. menuju masyarakat yang maju dan mandiri

18 www.malang kota.go.id, diunduh 2 November 2012



Dalam rangka mewujudkan visi kota malang, makandirskan upaya-upaya yang akan

dilaksanakan ke dalam misi kota malang tahun 2@ ¥aitu:

1. Mewujudkan dan mengembangkan pendidikan perafhidang berkualitas

2. Mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat

3. Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yandrianggungan

4. Mewujudkan pemerataan perekonomian dan pustapleuhan wilayah sekitarnya

5. Mewujudkan dan mengambangkan pariwisata yarigubdaya

6. Mewujudkan pelayanan publik yang prima

2. Kondisi Ekonomi Kota Malang

Selain terkenal dengan kota pelajar kota Malang jiggkenal dengan penghasil apel dan
keripik tempe. Mayoritas penduduk di kota Malang dakitarnya merupakan pembuat makanan
khas malang tersebut menjadi keripik apel, kerieikpe, dan Kkeripik buah-buahan lainnya.
Karena terkenal dengan penghasil keripik tempe Karpik buah-buahan lainnya maka
penduduk sekitar membuka kios-kios disekitar tempaata agar pengunjung dapat membeli
oleh-oleh tersebut sebagai buah tangan untuk dibeavdaerah masing-masing. Banyaknya
penghasil pusat oleh-oleh tersebut membuat senbakiypaknya sentra oleh-oleh di kota Malang
dan juga semakin banyaknya ruko di kota Malang.

Potensi Ekonomi Kota Malang meliputi produk-procagbagai berikut:

1. Keramik



Lokasi : Kerajinan ini berpusat di daerah Dinoydt-Haryono.

Bahan : Tanah Keramik
2, Gerabah
Lokasi : Kerajinan ini berpusat di daerah Mayanjaitan — Malang
Bahan : Tanah Liat
3. Keripik tempe
Lokasi : kerajinan ini berpusat di daerah sanéalang
Bahan : Kedelai
4. Industri makanan
Lokasi : Tersebar di seluruh kota Malang
Bahan : Sembako dan makanan ringan
5. Rotan
Lokasi : kerajinan ini hampir ada di seluruhlaey
Bahan : Kayu rotdn

Dari hasil data diatas menunjukan bahwa betapgabanya industri di kota Malang,ini
menunjukan bahwa pesatnya perekonomian di kotargalari industri kecil, menengah dan

atas.

19 hitp://www.malangkota.go.idinunduh tanggal 1 Februari 2013




B Efektifitas Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah KotaMalang Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Paéagangan Terkait Jarak

Pendirian Minimarket Dengan Pasar Tradisional

Efektifitas diartikan sebagai sesuatu atau kordlishana telah sesuai dengan target atau
tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan. Ada palagy menyatakan suatu hukum itu
dikatakan efektif apabila warga masyarakat bergarnisesuai yang diharapkan atau dikehendaki
oleh hukunt® Dalam penelitian ini tinjauan terhadap efektifitebih dikhususkan kepada
tingkat pelaksanaan pada penerapan Peraturan D#&eatahMalang Nomor 8 Tahun 2010

Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Ddadergan.

Secara konsepsional, maka inti dari efektifitasumkerletak pada bagian menyerasikan
hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kai#tatttah yang mantap dan sikap tindak
sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir,ukuntmenciptakan, kemudian, dan

mempertahankan bagaimana menjaga keharmonisan Hdekadupan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimputikdnwa masalah utama dari efektifitas
penegakan hukum sebenarnya terletak dari indikg#org memungkinkan dapat dikatakan
efektif atau tidak. Indikatornya mempunyai artimaét Sehingga dapat muncul sisi positif atau

negatif yang terletak pada isi indikator.

Terkait Efektifitas Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Dhdfata Malang Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dadadergan Terkait Jarak Pendirian
Minimarket Dengan Pasar Tradisional Indikator untomenentukan efektifitas penegakan

hukumnya menurut Soerjono Soekanto sebagai berikut:

% Soerjono Soekant&fektifitas Hukum dan Penerapan Sar(Bandung: Remadja Karya, 1985), him 1-



B.1. Indikator hukum tertulis (subtansi)

Dalam arti material adalah peraturan tertulis ydogglaku umum dan dibuat oleh
penguasa pusat maupun daerah yang sah, Hukurfistéeisebut mencakup peraturan pusat
yang berlaku untuk semua warga negara atau subioggm tertentu saja maupun yang berlaku
umum di sebagian wilayah negara, peraturan pugsit ddta lihat dari Peraturan Daerah Kota

Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang PenyelenggaraahdJPerindustrian Dan Perdagangan.

Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatuatesitgu daerah saja. peraturan daerah
dapat kita lihat dari Peraturan Daerah Kota Maladgmor 8 Tahun 2010 Tentang
Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagaygag di buat dengan mengingat

beberapa peraturan daerah.

Merespon keresahan tersebut, pemerintah Indonesragetuarkan Perpres No. 112
Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pagdisidmal, Pasar Modern dan Pusat
Perbelanjaan. Adapun arah kebijakan yang ingin pdicantara lain pemberdayaan pasar
tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang sesagsig memerlukan, saling memperkuat,
serta saling menguntungkan; memberikan pedomanpesyelenggaraan ritel tradisional, pusat
perbelanjaan, dan toko modern; memberikan normaraadeadilan, saling menguntungkan dan
tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok bdesmgan toko modern; pengembangan
kemitraan dengan usaha kecil, sehingga terciptiéd fgersaingan dan keseimbangan kepentingan
produsen, pemasok, toko modern dan konsumen. Untrkegaskan Perpres 112, pemerintah
kembali mengeluarkan aturan pendukung yaitu Peragehb. 53 Tahun 2008 tentang Pedoman
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pudsldgaan dan Toko Modern. Aturan ini,

lebih rinci mengatur mengenai zongsrjanjian perdagangan dan perizinan.



Berangkat dari Perpres 112 tahun 2007 dan Perméwhal®@ Tahun 2008, beberapa kota
di Indonesia mulai menerapkan regulasi turunankumendukungnya lewat Peraturan Daerah
(Perda). Beberapa daerah diantaranya Jawa TimunduBg, Manado, Solo, Makassar,
Tangerang dan Bekasi. Menarik dicermati, beberagaath yang telah terlebih dahulu membuat
Perda tentang perlindungan pasar tradisional mashgalami permasalahan serius dalam
mengimplementasikannya di lapangan. Seperti yamagdadProvinsi Jawa Timur. Sejak Perda
tentang penataan pasar tradisional dan pusat pejaah di sahkan tahun 2008, efek positif
terhadap perlindungan pasar tradisional belum nknipghkan beberapa tahun setelah terbitnya
Perda tersebut, ekspansi pasar modern dan tokormpa#ru semakin mendominasi. Beberapa
alasan yang mengemuka dikarenakan dalam Perda hagygatur secara normatif keberadaan
pasar tradisonal dan pasar modern. Sehingga daasgpkkannya, pemerintah daerah dianggap

tidak serius.

Sesungguhnya dari serangkaian peraturan terselatbslimengarah pada perlindungan
pengusaha kecil. Peraturan terkait masalah yarg@jdidalam penelitian sudah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang sedemikian Ipnggkanasuk masalah sanksinya.

Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang No8&dahun 2010 Tentang

penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangagebutkan :

(2) Terhadap pendirian Toko Modern yang dilakukbei pengelola jaringan minimarket hanya
dapat dilakukan pada jarak 500 (lima ratus) metgaraminimarket, toko dan pasar

tradisional/usaha perdagangan mikro.



Dari peraturan tersebut dapat disimpulkan, Toko enoditau mini market hanya dapat
berdiri pada jarak 500 (lima ratus) meter antarimanket, toko dan pasar tradisional/usaha
perdagangan mikro. Mengingat peraturan tersebutyamgkut hajat hidup masyarakat yang
mencari rejeki dari pasar tradisional, seharusnj#PSSurat ljin Usaha Perdagangan) tidak
dapat di buat, jika bertentangan dengan ketentasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kota

Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang penyelenggarsahnauperindustrian dan perdagangan.

Sanksi Administrasi terhadap ketentuan tersebudtat diatur dalam Pasal 26 ayat 3
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010tahgn penyelenggaraan usaha

perindustrian dan perdagangan, yakni :

“ Terhadap pengelola jaringan minimarket yang mgdan ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 ayat (2), tidak dapat dikeluarkkomendasi izin.”

Mengingat peraturan tersebut sudah disebutkan asenglisit dan jelas, serta sudah
terdapat sanksinya, seharusnya pengusaha atauipesatia perdagangan tersebut tidak dapat

melaksanakan usahanya.

B.2. Indikator penegak hukum (struktur)

Indikator penegak hukum adalah pihak-pihak yargmimentuk maupun menerapkan
hukum.Terkait penelitian yang diambil peneliti, Efétas Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah
Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang PenyelemggarUsaha Perindustrian Dan
Perdagangan Terkait Jarak Pendirian Minimarket Berigasar Tradisional, Organ pemerintah
sebagai penegak hukum terkait masalah penelitiakniyTerkait penelitian yang diambil
peneliti, Efektifitas Pasal 23 Ayat 2 Peraturan i@aheKota Malang Nomor 8 Tahun 2010

Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dadadergan Terkait Jarak Pendirian



Minimarket DenganPasar Tradisional, adalah Badan Pelayanan Perijiierpadu Kot:

Malang.

Berikut akan di uraikan Struktur Organisasi BP2adBn Pelayanan Perijinan Terpa

Skema ; Struktur Organisasi BF

JAB. FUNGSIONAL

I
R RS,

SUB.BAG UMUM | | SUB.BAG PENYUSUNAN SUB.BAG
PROGRAM KEUANGAN
| | |
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN BIDANG PELAYANAN BIDANG PELAYANAN PERIZINAN
PEKERJAAN UMUM PERIZINANPEREKONOMIAN PARIWISATA & SOSBUD
TIM TEKNIS TIM TEKNIS TIM TEKNIS

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malangettdl di Perkantoran Terpa
Gedung A Lt. 2, JI. Mayjen Sungkc-Malang, Jawa TimurKepala Badan Pelayanan Perizir

Terpadu (BP2T) Kota Malang Tahun 2012 adalah B&diaryonc

Badan pelayanan perijinaterpadu kota Malang mempunyai visi dan misi seb

berikut:



Visi :

“Pelayanan Perijinan Satu Pintu, yaitu Pelayanatjiffen yang dilaksanakan oleh BP2T Kota
Malang berdasarkan kewenangan yang diberikan olalk@ta Malang, mulai dari Penerimaan
Permohonan, Pemrosesan, Penandatangan Keputugara®elan Pembayaran Retribusi/Pajak
Perijinan dilaksanakan oleh BP2T Kota Malang. Sgien masyarakat yang mengurus atau

mengajukan permohonan Perijinan hanya di BP2T Ktatiang.”*

Misi :

1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Perijinan yang Cepapal, Akurat, Transparan dan
Akuntabel.

2. Meningkatkan dan Membentuk Kualitas Aparatur P yang Profesional di BP2T
Kota Malang didalam melayani masyarakat di bidaggjipan.

3. Meningkatkan Sarana dan Prasana Perijinan terytanteatempat serta Alat kerja yang
memadai.

4. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar Sk#Pkatt guna mempercepat proses
perijinan dengan membentuk Tim Pertimbangan ljim @en Teknis.

5. Meningkatkan kesadaran serta pemberdayaan masydedien bidang perijinan.

Selain itu badan pelayanan perijinan terpadu juganitiki motto yakni mempermudah
persyaratannya dan mempermudabh ijinnya. BP2T bgaupatuk mempermudah persyaratan
perijinan dan mempercepat proses penyelesaiaddjgan melakukan inovasi sesuai ketentuan

yang berlaku dan tuntutan masyarakat. Komitmen/BR2T Kota Malang

2 www.malangkota.go.id/visi misi diunduh 1 februari 2012



1. Siap memberikan pelayanan terbaik dan tercagakumencapai kepuasan masyarakat dalam

perijinan.

2. Siap mengikuti Globalisasi dalam pelayanan ipei

3. Siap menjadikan motor dalam mengerakan Arusstagedi Kota Malang dalam perijinan

4. Siap menjalankan perijinan satu pintu di Kotddvig

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu melaksanakas kogadinasi dan penyelenggaraan
pelayanan administrasi di bidang perijinan secarpadu. Untuk melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud Badan Pelayanan Perijinamadiekota Malang mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknigahdipelayanan perijinan terpadu;

b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategii@eatan Rencana Kerja (Renja) di bidang

pelayanan perijinan terpadu;

c. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perijmdang Perekonomian, Pariwisata, Sosial

Budaya dan Pekerjaan Umum;

d. Pelayanan koordinasi proses pelayanan perijpidang Perekonomian, Pariwisata, Sosial

Budaya dan Pekerjaan Umum;

e. Pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan;

f. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayeerijinan;

g. Pelaksanaan pelayanan informasi dan pengaduayaméiat di bidang pelayanan perijinan

terpadu;



h. Pelaksanaan kegiatan di bidang pemungutan ustyib

i. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusun@rogram, ketatalaksanaan,
ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tanggdengkapan, kehumasan,

kepustakaan dan kearsipan;

J. Pelaksanaan Standard Pelayanan Minimal (SPM);

k. Penyusunan dan pelaksanaan Standard Pelayahbk (S&PP);

|. Pelaksanaan fasilitas pengukuran Indeks Kepubsyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan
pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik Yengijuan untuk memperbaiki

kualitas pelayanan;

m. Penyampaian data hasil pembangunan dan inforimasiya terkait layanan publik secara

berkala melalui website Pemerintah Daerah;

n. Pemberdayaan jabatan fungsional;

0. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tagak gan fungsi;

p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh wt@ikesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu berwenagmgandatangani 15 jenis ijin
meliputi : ljin Mendirikan Bangunan, ljin Gangguahin Pemasangan Media Reklame, ljin
Usaha Angkutan, ljin Trayek, ljin Keramaian UmumTéntonan, ljin Penggunaan Tanah
Makam, ljin Usaha Percetaan, ljin Persewaan PerggguiBangunan milik Pemerintah Kota
Malang, ljin Usaha Jasa Konstruksi, ljin Usaha Wigata, ljin SIUP, TDI, IUl dan Perluasan

Usaha.



Produk pelayanan perijinan adalah merupakan jeradul yang dikelola oleh Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang sesuai atempglimpahan kewenangan ijin yang

diberikan oleh Walikota.
Sesungguhnya peranan penegak hukum dikatakanfefpabila :
a. fokus utamanya dinamika masyarakat,

b. lebih memperhatikan pelaksanaan hak dan keavaglerta tanggung jawabnya dari

pada kedudukan dengan lambang yang cenderungabéifsumtif,

c. lebih mudah untuk membuat suatu proyeksi kapgrausatan perhatian pada segi

prosesual,

Di Jalan Sarangan terdapat Alfamart, letaknya hdamyang dari 500 meter dari Pasar
Tawangmangu dan terdapat alfamart dan indomareg parsebelahan yang hanya terpisahkan
dengan sebuah rumah makan cepat saji. Hal ini nuelkan bahwa aparat penegak hukum tidak
siap menjalankan kewajibannya. Seharusnya, pernbsikap atau dinamika sosial yang terjadi
di masyarakat sekitar jalan Tawangmangu dan pedagarpasar menjadi fokus perhatian

pemerintah.

Dalam hasil wawancara dengan pedagang Pasar Tawaggndi peroleh hasil atau data,

sebagai berikuf?

“ Pasar sekarang sepi, hanya penjual sayur dam yareg lumayan, untuk makan ringan

dan sembako sekarang sepi, sekarang banyak alfdamamdomaret. “

2 Hasil wawancara dengan Ibu Ningsih, penjual semtgikPasar Tawangmangu ,Malang; 2 November
2012.



Dari hasil wawancara di atas membuktikan bahwa, amskat sesungguhnya sangat
terusik dengan keberadaan mini market. Bagaimamegak hukum sebaiknya menangani
problematika ini, jawaban satu-satunya yang daplakukan oleh penegak hukum adalah

sebaiknya SIUP tidak diberikan.

Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Ko&hndahun 2010 Tentang

penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangagebutkan :

(2) Terhadap pendirian Toko Modern yang dilaku&bath pengelola jaringan minimarket hanya
dapat dilakukan pada jarak 500 (lima ratus) metgaraminimarket, toko dan pasar

tradisional/usaha perdagangan mikro.

Dari peraturan tersebut dapat disimpulkan, Toko enoditau mini market hanya dapat
berdiri pada jarak 500 (lima ratus) meter antarimanket, toko dan pasar tradisional/usaha
perdagangan mikro. Mengingat peraturan tersebutyamgkut hajat hidup masyarakat yang
mencari rejeki dari pasar tradisional, seharusnj@PSSurat ljin Usaha Perdagangan) tidak
dapat di buat, jika bertentangan dengan ketenttasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kota

Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang penyelenggarsahnauperindustrian dan perdagangan.

Sanksi Administrasi terhadap ketentuan tersebudtat diatur dalam Pasal 26 ayat 3
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010tahgn penyelenggaraan usaha

perindustrian dan perdagangan, yakni :



“ Terhadap pengelola jaringan minimarket yang ngdan ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 ayat (2), tidak dapat dikeluarkkomendasi izin.”

Mengingat peraturan tersebut sudah disebutkan asenglisit dan jelas, serta sudah
terdapat sanksinya, seharusnya pengusaha atauipesaha perdagangan tersebut tidak dapat
melaksanakan usahanya. Kepala Badan PelayanannBerizerpadu (BP2T) Kota Malang,
tentunya dapat terbebas dari segala tuntutan astnaitii, mengingat peraturan tersebut sudah

jelas terkait sanksinya.

B.3. Indikator sarana atau fasilitas yang mendukag penegakan hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, mdk& tmungkin penegakan hukum
dikatakan efektif. Sarana atau fasilitas tersehuotara lain:Mencakup tenaga manusia yang
berpendidikan dan organisasi yang baik. Jika bedebut tidak dipenuhi, maka mustahil

penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Dalam hasil wawancara dengan Bapak Suharyono, Kdpatlan Pelayanan Perijinan

Terpadu, Kota Malang di peroleh hasil atau dataagai berikut?

“ tenaga pegawai kami semua disini sebagaian laedah sarjana dan magister ekonomi
dan hukum untuk jabatan-jabatan tertentu ada lolizdll, DI dan khusus pegawai

honorer lulusan SMA .“

% Hasil wawancara dengan bapak suharyono, kepalanbpelayanan perijinan terpadu ,Malang; 2
November 2012.



Dari hasil interview di atas dapat disimpulkan, Wwahtenaga di Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu sebagaian besar adalah tenaggadmerpendidikan, yang di dalamnya di

dominasi sarjana ekonomi dan hukum.

Dalam penerapannya organisasi Badan Pelayanam&erierpadu, dibantu dengan
adanya sistem administrasi yang baik. Berikut afamaikan mekanisme penerbitan izin di

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu :

Skema : mekanisme penerbitan izin di Badan PelayReajinan Terpadu



MEKANISME PENERBITAN IZIN
BP2T KOTA MALANG
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Sistem administrasi yang baik, di atas ternyatamky sempurna, karena beberapa hal :
yakni, tidak ada peninjauan lapangan untuk pendiigaha. Hal ini yang mengakibatkan

banyaknya minimarket yang jaraknya berdekatan deRgaar tradisional.

Dalam hasil wawancara dengan Bapak Suharyono, Kdpatlan Pelayanan Perijinan

Terpadu, Kota Malang di peroleh hasil atau dateagai berikut**

tenaga pegawai kami sesungguhnya memang kunaeggingat laju pertumbuhan
ekonomi sangat pesat, dan lagi pula belum dibedalékm struktur kepegawaian untuk
peninjauan di lapangan, selama ini yang ada hajyajangguan dan reklame. Alasan
belum dibentuk organ baru untuk peninjauan lapaagria kurangnya sumber daya

manusia yang memenuhi persyaratan untuk di tempalikiaagian tersebut.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan,waaltenaga di Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu adalah kurang, mengingat banya&mna atau pesatnya perkembangan usaha
perdagangan di Kota Malang. Dan yang sangat meatprkan belum dibentuk dalam struktur
kepegawaian untuk peninjauan di lapangan, selamairy ada hanya ijin gangguan kecil, ijin

gangguan besar dan ijin reklame permanen.
B.4. Indikator Masyarakat (kultur)

Masyarakat yakni lingkungan, di mana hukum terselian diterapkan. Efektif tidaknya

penegakan hukum berasal dari masyarakat, karenarhbkrtujuan untuk mencapai kedamaian

* Hasil wawancara dengan Bapak Suharyono, KepalarBRelayanan Perijinan Terpadu, Kota Malang, ;
5 November 2012.



di dalam masyarakat. Oleh karena itu masyarakaatdagempengaruhi penegakan hukum

tersebut.

Masyarakat disini bisa dari pemilik usaha minimarkeasyarakat umum dan penjual di

pasar di sekitar pasar tawangmangu.

Dalam hasil wawancara dengan Bapak Fuadi, wargankaian lowokwaru, Kota Malang

di peroleh hasil atau data, sebagai berikut:

“ saya lebih senang belanja di Indomaret karemp&tnya bersih, dan pelayanannya baik,
dibanding pasar harga di indomaret juga tidak ltejeuh. Saya di pasar tawangmangu

untuk mencari kompor karena di indomaret tidak'ada,

Dalam wawancara tersebut dapat disimpulkan, bahargaviebih senang berbelanja di
mini market, warga berbelanja di pasar, karenandomaret tidak menjual barang pelengkap

kebutuhan masyarakat seperti kompor.

Dalam bidang perdagangan, kehadiran pasar-pasaermogng dilengkapi dengan
berbagai macam fasilitas disatu sisi telah mengdiproses jual beli yang serba instan.
Konsumen tidak perlu lagi berlama-lama dalam menda¢l kebutuhannya karena proses tawar
menawar harga yang membuat seseorang berlama-igmagat. Konsumen atau pembeli bebas
memilih dan mengambil sendiri keinginannya seswaigdn harga yang telah dicantumkan
dalam barang kebutuhan yang hendak dibelinya. Pasdern memang ditata jauh lebih bagus

dan lebih bersih dibanding dengan pasar tradisi¢teiga yang ditawarkan dalam pasar modern

% Hasil wawancara dengan bapak fuadi, warga kecanfmkwaru ,Malang; 2 November 2012.



juga relatif terjangkau sehingga membuat konsumangyselama ini berbelanja di pasar
tradisional beralih ke pasar modern. Disatu sidiakiran pasar modern mempermudah dan
mempercepat proses perbelanjaan bagi konsumen,nndsigi lain kehadiran pasar modern
telah menyebabkan kemunduran perekonomian di paghsional sementara kepentingan pasar
tradisional juga wajib dilindungi karena menyangkajat hidup puluhan ribu pedagang kecil

dan menengah. Disinilah perlunya ada penataan izpasar tradisional dan pasar modern.

Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007 tentang &®ematlan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Moderrakisadkan untuk menciptakan kesaling
serasian, saling memerlukan, saling memperkuat ssating menguntungkan antara pasar
tradisional dan pasar modern. Berdasarkan ketera&apres No. 112 Tahun 2007 tersebut,
pengaturan tentang zonasi pasar tradisional daar pagdern merupakan urusan wajib daerah
otonom yang dalam hal ini menjadi urusan Kabupiieia. Pemerintah Kabupaten/Kota lah

yang bertanggungjawab dalam pemberian izin usader paodern, maupun pasar tradisional.

Dalam hasil wawancara dengan Bapak Rohmad, pemjugdasar di sekitar pasar

Tawangmangu, Kota Malang di peroleh hasil atau, dataagai berikut®

“ saya tidak pernah tau terkait larangan yangtdi lewat peraturan tersebut, kalau setau

saya ya memang tidak boleh, sebaiknya pemerintarsenya lebih tegas “

Dalam wawancara tersebut dapat disimpulkan, bahargavtidak tau bahwa ada Pasal
23 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor Buila2010 Tentang penyelenggaraan

usaha perindustrian dan perdagangan, yang menyebutk

% Hasil wawancara dengan Rohmad, penjual sembaRasgdir Tawangmangu ,Malang; 2 November 2012.



(2) Terhadap pendirian Toko Modern yang dilaku&kath pengelola jaringan minimarket hanya
dapat dilakukan pada jarak 500 (lima ratus) metgaraminimarket, toko dan pasar

tradisional/usaha perdagangan mikro.

Hal tersebut yang mengakibatkan penjual di pasaebet tidak pernah menuntut pada
pemerintah daerah, dan hanya pasrah menikmatigaese atau perkembangan minimarket di

daerah-daerah.

Dalam hasil wawancara dengan Bapak “X”, pemilikaadért, Kota Malang di peroleh

hasil atau data, sebagai berikilt:

saya lebih senang investasi waralaba karenaingniya lumayan, dan dari segi
pelayanan kami lebih unggul karena tenaga kerjay y@ami pekerjakan kami latih

untuk selalu memberikan senyum kepada pembeli.”

Dari kalangan pengusaha, dapat disimpulkan penguseénderung lebih suka
berinvestasi dalam bentuk franchise yakni sepadomaret,alfamaret,karena untungnya yang
lumayan dan tenaga ahli yang dilatih untuk selatuimioerikan pelayanan yang terbaik terhadap

pembeli.
B.5. Indikator Kebudayaan

Indikator kebudayaan adalah sebagai hasil kary#a,cdan karsa yang didasarkan pada

karsa manusia didalam pergaulan. Faktor kebudagabanarnya bersatu padu dengan faktor

" Hasil wawancara dengan Bpk “X”, pemilik alffamavtalang; 6 November 2012.



masyarakat. Sengaja dibedakan karena dalam penapalyasdiketengahkan masalah sistem
nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spial atau non materiil. Sebagai suatu sistem,

maka hukum mencakup, struktur, substansi dan kelhada®

Budaya membuat usaha melalui franchise atau bikeaal dengan waralaba memang
sudah membudaya di masyarakat, karena keuntungaran@g menggiurkan, tanpa bersusah

payah membangun usaha dari awal.

Waralaba adalah hak-hak untuk menjual suatu proghaki jasa maupun layanan.
Sedangkan menurut versi pemerintah Indonesia, ydinggksud dengan waralaba adalah
perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak amématkan dan atau menggunakan hak dari
kekayaan intelektual (HAKI) atau pertemuan dari &nas usaha yang dimiliki pihak lain
dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yatgp#tan oleh pihak lain tersebut dalam

rangka penyediaan dan atau penjualan barang daf’jas

Berkembangnya minimarket ini mengakibatkan usahdenkesan seperti memonopoli
pasar, hal ini dibuktikan dengan adanya toko-to&cilkyang sudah mulai tutup akibat maraknya

waralaba seperti Indomaret atau alfamart.

Minimarket adalah sebuah jenis usaha yang mengg&bunantara konsep swalayan
dalam skala kecil dengan target pasar yang samgadetarget pasar pada pasar tradisional.
Minimarket pada dasarnya adalah sebuah bidang ugahg dilakukan oleh pengusaha-

pengusaha yang tidak dapat dikategorikan sebaguaiib@isaha mikro,atau kecil. Akan tetapi,

28http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2008/11/hukum-ketenaga-kerjaan-efektiﬁkas.htm,Iog.cit.
diunduh 2 November 2012

2 http://id.wikipedia.org/wiki/Waralaba, diunduh S¥ember 2012



minimarket adalah sebuah bidang usaha yang kategmtalnya masuk dalam kategori industri

menengah-keatas.

Faktanya, konsep minimarket yang berkembang dirlesia adalah konsep minimarket

dengan standarisasi fasilitas swalayan. Dengan&ataminimarket adalah swalayan kecil.

Akibat membudayanya masyarakat pemilik modal umhgngelola usaha dengan cara
menginvestasikan uangnya dengan cara waralaba market modern sepertinya telah

mengakibatkan usaha ini sulit untuk dihentikan.

Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nogofahun 2010 Tentang
Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagasg@ah menyebutkan secara implisit,
Terhadap pendirian Toko Modern yang dilakukan glehgelola jaringan minimarket, seperti
halnya Indomaret dan alfamaret hanya dapat dilakydemia jarak 500 (lima ratus) meter antar
minimarket, toko dan pasar tradisional/usaha pemdgan mikro.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 201QahgnPenyelenggaraan Usaha
Perindustrian Dan Perdagangan, dibentuk dengan embangkan usaha perindustrian dan
perdagangan sangat penting dalam rangka meningkgiggumbuhan ekonomi daerah guna
peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyaralken perkembangan industri dan
perdagangan di daerah perlu diatur dengan mempgerhakemampuan modal usaha, iklim

usaha dan investasi serta kelestarian lingkungan

Indonesia ialah negara yang berdasar atas huReoh(stagt Tujuan utama dari bentuk
negara hukum adalah untuk menyelenggarakan keterttukum, yakni tata tertib yang
umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada raMga@ara hukum menjaga ketertiban

dengan harapan, agar semuanya berjalan menurutnhuku



Menurut Soedjono Dirdjosisworo yang mengufipeory of Legislatiodderemy Bentham
menekankan bahwa hukum harus bermarifadBagir Manan menyatakan agar dalam
pembentukan undang-undang dapat menghasilkan swatang-undang yang tangguh dan
berkualitas, undang-undang tersebut harus berlaadapada pertama landasan yuridis
(juridische gelding; kedua landasan sosiologso€iologische geldingketiga landasan filosofis

(philosophical geldiny®*

Definisi perlindungan menurut Perda diartikan bahwamerintah berkewajiban
memberikan perlindungan kepada pasar tradisioméfira lain: status hak pakai lahan pasar,
lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan,skapahukum dalam status hak sewa
terhadap penggusuran, dan perlindungan terhadappultiya persaingan usaha tidak
sehat/seimbang dengan pelaku usaha di pasar madaeoko modern. Disini dijelaskan bahwa,
pemerintah kota merupakan aktor yang paling bemueingdalam menjalankan setiap aspek
yang berhubungan dengan status hukum seperti lak lpdnan pasar dan status hak sewa yang

berkibat pada penggusuran di kemudian hari.

Regulasi mengenai perlindungan pasar tradisionaljade suatu angin segar bagi para
pedagang pasar tradisional, aktifis, dan pemenbasar tradisional dalam melindungi pasar
tradisional yang ada di Indonesia, khususnya diaKilalang. Mengingat kontribusi pasar
tradisional sendiri terhadap masyarakat dan pemaérikota Malang tidak bisa dianggap sepele,
omzet yang disumbangkan untuk pendapatan aslildaéalang retribusi baik sampah dan kios
terbilang besar, oleh karena itu pasar tradisibaalis dipelihara agar semakin masyrakat kota

malang juga ikut menikmati pesatnya pembangunan.

%0 sSoedjono Dirdjosisword?engantar llmu HukunRajagrapindo Persada, Jakarta 2009, him. 13
31 Bagir Manan,Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-ungian Nasional Fakultas Hukum
Universitas Andalas, Padang, 1994, him. 13-21



Sangat disayangkan, hukum yang seharusnya membdekaanfaatan malah merugikan
masyarakat. Alih alih meningkatkan daya saing pasatisional lewat aturan Perda, kenyataan
justru sebaliknya. Implementasi Perda dilapangeasditidak berjalan sesuai harapan.

Kebijakan publik harus benar benar berawal darpiemmagar tau apa yang dialami
masyarakat, menurut William Dunn Kebijakan Publigrapakan alat dalam menangani masalah
masalah publik atau administrasi pemerintafaBegitupun Dwidjowijoto™ telah merumuskan
definisi yang lebih sederhana, yaitu kebijakan gudtlalah keputusan yang dibuat oleh Negara,
khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk memesdan tujuan Negara yang bersangkutan.

Kebijakan publik dipandang juga sebagai strategjikimengantar masyarakat pada masa
awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, uneruju pada masyarakat yang dicita-
citakan. Berdasarkan definisi kebijakan publik ¢ébrgt, tampaklah bahwa kebijakan publik
hanya dapat ditetapkan pemerintah, pihak-pihak #au yang lebih dikenal dengan sebutan
aktor-aktor kebijakan publik, yang dapat mempengarproses kebijakan publik dalam
kewenangannya masing-masing.

Fenomena maraknya minimarket tanpa kendali saatlimana pendirian pasar modern
berada dekat dengan keberadaan pasar tradisiormalplkan tanggung jawab pemerintah,
dalam melindungi pasar tradisional tidak hanya aidukung oleh suatu aturan yang mengikat
setiap masyarakat akan tetapi pihak pelaksananya yajib menegakan peraturan daerah
dengan sepenuh hati..

Ada dua alasan terbentuknya pasar tradisionalafarstpasar tradisional dibentuk oleh

masyarakat setempat dikarenakan kebutuhan akaratemjuk aktifitas jual-beli. Kedua, pasar

32 Dunn, William N,’Pengantar Analisis Kebijakan Publikokyakarta: Hanindita Graha Widya,2000. hal
22
3 Dwidjowijoto, R. N. “Analisis Kebijakah (Jakarta: Elek Media komputindo,2007),hal 22



tradisonal terbentuk karena perintah atau intrdiesi pemerintah. Itu bisa kita lihat dari pasar

Inpres (Intruksi Presiden).

Konsep tentang pasar dapat dipahami dari berbpgespektif, seperti perspektif
ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik. Dalam pek&f ekonomi, konsep tentang pasar (dalam
pengertian luas, sebagai tempat bertemunya pemmirttan penawaran) terbentuk sebagai salah
satu implikasi dari proses perubahan masyarakatjmenasyarakat kapitalis. Boeke (1910)
merupakan salah satu ahli ekonomi yang mencoba rargglean fenomena terbentuknya pasar
dalam kerangka pertumbuhan ekonomi dalam masyaaki@pitalistik dengan masyarakat
kapitalistik. Menurutnya, perbedaan yang paling dasar antara masyarakat prakapitalistik
dengan masyarakat kapitalistik terletak dalam hmantasi kegiatan ekonominya. Masyarakat
dalam tingkatan prakapitalistik berupaya untuk mertghankan tingkat pendapatan yang
diperolehnya, sedangkan masyarakat dalam tingk&gntalistik tinggi berupaya untuk

mendapatkan laba maksimifn

Sesungguhnya selain mini market ada lagi ancamianyhng menyebabkan rapuhnya
pasar tradisional, yakni swalayan dan toserba. 8lakh ada swalayan dan toserba yakni, Giant,

Carrefour, Hypermarket, dll.

Ruang kota merupakan tempat intensif antara kegiek®@nomi dan sosial, sehingga
transaksi akan terjadi maksimal bila dilakukan alisk Secara internal, lokasi sangat menentukan
keberadaan kegiatan dan interaksinya yaitu bagamata kegiatan dan memilih lokasinya di

dalam kota dan bagaimana hasil pemilihan lokasiemierkan struktur ruang kota.

34 Boeke, J. H. “Economics and Economic Policy of DBacieties: As Exemplified by Indonesia. N. V.
Haarlem: HD Tjeenk Willink & Zoon. 1953



Pembangunan kota memerlukan 2 instrumen pentirity partama development plan
dan kedua development regulation. Tanpa keduaumsint tersebut maka pembangunan kota

tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Development plan adalah rencana tata ruang kota yanumnya di semua negara terdiri
dari 3 jenjang rencana yang baku, yaitu rencanaropakencana meso dan rencana mikro.
Sedangkan development regulation atau peraturamszadalah suatu perangkat peraturan yang
dipakai sebagai landasan dalam menyusun rencamautg mulai dari jenjang rencana yang
paling tinggi (rencana makro) sampai kepada rengang sifatnya operasional (rencana mikro)

disamping juga akan berfungsi sebagai alat kenidédim pelaksanaan pembangunan Rota.

Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fushgsikarakteristik lingkungan yang
spesifik. zona adalah salah satu yang terpentitgrdanerencanakan sebuah wilayah. Dalam
pembangunan kota zona merupakan hal yang harusadngrgrtimbangan sebelum melakukan
suatu pembangunan, maka dalam pemberian periziaa adalah salah satu pertimbangan

yang harus diperhatikan.

Menurut teori Konsentris, Daerah Pusat Kota (DPKuaCentral Bussiness District
(CBD) adalah pusat kota yang letaknya tepat di abngota dan berbentuk bundar yang
merupakan pusat kehidupan sosial, ekonomi, budagapdlitik, serta merupakan zona dengan
derajat aksesibilitas tinggi dalam suatu kota. Dit&u CBD tersebut terbagi atas dua bagian,
yaitu: pertama, bagian paling inti atau RBD (ReBaikiness District) dengan kegiatan dominan
pertokoan, perkantoran dan jasa; kedua, bagiamatnya atau WBD (Wholesale Business

District) yang ditempati oleh bangunan dengan pekan kegiatan ekonomi skala besar, seperti

35 http://planologi09crew.blogspot.com/2012/12/zoniegulation.htmdiunduh 1 februari 2012




pasar, pergudangan (warehouse), dan gedung pemamprrang supaya tahan lama (storage

buildings)>®

Keteraturan sebuah kota tidak terlepas dari zoma-zgang dimiliki kota tersebut.
pengaturan suatu zona dalam sebuah kota tidakpasridari Rencana Umum Tata Ruang Kota
yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengaturan aimaksudkan tidak hanya untuk
menciptakan keteraturan dan keindahan suatu wijay@h juga tujuannya adalah untuk
mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosbbhgsimana diamanahkan oleh

konsideran UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.

Bisnis pasar modern sudah cukup lama memasuki tmdetail dan dengan cepat
memperluas wilayahnya sampai ke pelosok daerahenddaan mereka banyak menimbulkan
pro-kontra.yang sangat jelas merasakan dampakkdbag@radaan pasar modern tersebut adalah
para pedagang pasar tradisional,keberadaan hypethsapermarket dan mini market
memberikan alternatif belanja yang sangat menaak ¢uga praktis.selain menawarkan
kenyamanan dan kualitas produk,harga yang meresa@ngguga cukup bersaing dengan pasar
tradisional.sebaliknya,keadaan semacam ini jelas\boat risau para pedagang kecil,banyak
para pedagang kecil mendapat imbas dari kehadaaar pnodern seperti hypermarket dengan
turunya pendapatan mereka secara signifikan.Komisemakin terasa,setelah dikeluarkanya
Keppres No 96/1998 tentang bidang usaha yang uertldan Bidang usaha yang terbuka dengan
persyaratan tertentu bagi penanaman modal. Kelksrdagppres ini mengundang masuk retailer
asing untuk membuka usahanya di Indonesia.Masaedaipgan merupakan konsekuensi logis

yang timbul dengan hadirnya retailer modern.

% Boeke, J. H. 1953, “Economics and Economic PatityDual Societies: As Exemplified by Indonesia. W.
Haarlem: HD Tjeenk Willink & Zoon



Permasalahan timbul ketika retailer modern mulamamuki wilayah keberadaan pasar
tradisional.pendirian pusat perbelanjaan modersudah mendapat izin dari pemerintah daerah
yang bersangkutan dimana proses pemberian izin apeahat setempat tidak dilakukan secara
transparan dan sering berbenturan dengan berbegantingan pribadi didalamnya.Usaha kecil
dengan modal terbatas layak untuk mendapatkan tparhdari KPPU mengingat mereka tidak
terbukti rentan terhadap imbasan krisis multi disi@nal yang melanda Indonesia sejak tahun

1997.

C. Faktor Penghambat Penerapan Pasal 23 Ayat 2 Pdraan Daerah Kota Malang Nomor

8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perinduan Dan Perdagangan

Dalam pelaksanaan di dalam masyarakat peraturaatd&eta Malang nomor 8 tahun 2010

tentang penyelenggaraan usaha perindustrian ddagasrgan menemukan hambatan.
hambatan tersebut meliputi :

1. Belum dibentuk dalam struktur kepegawaian unpekinjauan di lapangan terkait
pemberian SIUP (Surat ljin perdagangan), selamgang ada hanya ijin gangguan kecil,

ijin gangguan besar dan ijin reklame permaten.

2. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan aparat pean faktor penghambat yang paling
utama, karena masyarakat tidak tahu terkait ketenPasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah
Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang penyelersggamusaha perindustrian dan

perdagangan, yang menyebutkan :

37 Hasil wawancara dengan Bapak Suharyono, KepalaBRelayanan Perijinan Terpadu, Kota Malang, ; 5
November 2012.



(2) Terhadap pendirian Toko Modern yang dilaku&kath pengelola jaringan minimarket hanya
dapat dilakukan pada jarak 500 (lima ratus) metgaraminimarket, toko dan pasar

tradisional/usaha perdagangan mikro.

Hal tersebut yang mengakibatkan penjual di pasaebet tidak pernah menuntut pada
pemerintah daerah, dan hanya pasrah menikmatigaese atau perkembangan minimarket di

daerah-daeraff.

3. Budaya kalangan menengah keatas membuat usalatuinfeanchise atau biasa
dikenal dengan waralaba memang sudah membudaya aByamakat, karena

keuntungannya yang menjanjikah.

4. Semakin berkembangnya minimarket ini mengakdratksaha ini terkesan seperti
memonopoli pasar, hal ini dibuktikan dengan adaoya-toko kecil yang sudah mulai

tutup akibat maraknya waralaba seperti Indomaeet alfamart.

D. Upaya yang dilakukan pemerintah kota Malang untik mengatasi faktor penghambat

penerapan pasal 23 ayat 2 peraturan daerah kota Mahg nomor 8 tahun 2010

Dalam penerapan pasal 23 ayat 2 peraturan daetahMa@aang nomor 8 tahun 2010
memang menemui hambatan tetapi hambatan tersepat dichadapi dengan cara menghadapi

faktor menghambat tersebut dengan cara:

% Hasil wawancara dengan Rohmad, penjual sembaRasiir Tawangmangu ,Malang; 2 November 2012.
%9 Hasil wawancara dengan Bpk “X”, pemilik alffamavtalang; 6 November 2012.



1. menambah Tenaga dari Badan Pelayanan Perijieignadu Kota Malang yang minim,
membuat tenaga pengawas dari Badan Pelayanam®erijerpadu Kota Malang untuk

peninjauan di lapangan terkait pemberian SIUP (SjmaJsaha perdagangan).

2. membuat anggaran Dana yang tersedia dari pesfgrimtuk melakukan pengawasan.

3. menambah jumlah sosialisasi agar pengusaha dayanakat tau mengerti ketentuan
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 201Gahgnpenyelenggaraan usaha

perindustrian dan perdagangan.

4. Budaya membuat usaha melalui franchise ataa bixenal dengan waralaba memang
sudah membudaya di masyarakat namun dapat di desgan adanya ketentuan perda
Nomor 8 Tahun 2010 Tentang penyelenggaraan usaivadpstrian dan perdagangan
dengan memperhitungkan jarak antara minimarket alengasar tradisional, agar

perlindungan bagi usaha kecil dapat terwujud.

5. Jaringan internet yang memberikan informasi raeag undang-undang terbaru,
karena selalu ada mobile internet yang disediakan kemekominfo. Seharusnya ini
dapat dijadikan upaya untuk mengatasi hambatanuysah@ untuk mencari informasi

peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang banydrmeak pada perusahaanya.

6. Perusahaan radio yang dapat dilakukan untuknadoarsosialisasi juga merupakan
upaya untuk menghadapi hambatan tersebut, selauR&d] MFM dan masih banyak lagi
perusahan radio yang berkualitas yang mampu metgangota Malang dalam setiap
siarannya dan mungkin memasukan informasi mengmemya peraturan daerah kota

Malang dan memberikan informasi yang penting kepadsyarakat.



7. Perusahaan majalah dan surat kabar yang melggsaiadvertising yang ada di
Malang. Semuanya pasti dapat melayani progam s&zsapemerintah. Perusahaan itu
antara lain Radar Malang, Jawa Pos, surya, dll.u@ega ini sudah tidak asing lagi di

masyarakat Malang.

8. LSM yang terus dan bersedia membantu para pedagasar yang merasa haknya

dirugikan



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas et sebelumnya, maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa :

1. Efektifitas pasal 23 ayat 2 peraturan daerata hdalang nomor 8 tahun 2010 tentang
penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdag&rgait dengan jarak pendirian minimarket
terhadap pasar tradisional itu tidak efektif karemasih banyak minimarket yang berdiri

berdekatan antar minimarket / minimarket berdirrde&atan dengan pasar tradisional yang
jaraknya kurang dari 500 meter padahal dalam p&ayat 2 peraturan daerah kota Malang
nomor 8 tahun 2010 tentang penyelenggaraan usahady&rian dan perdagangan telah
disebutkan bahwa terhadap pendirian toko moderrg ydilakukan oleh pengelola jaringan

minimarket hanya dapat dilakukan pada jarak 50@(Iratus) meter antar minimarket,toko dan

pasar tradisional/usaha perdagangan mikro

2. Hambatan yang dialami oleh badan pelayanampdainan terpadu adalah kurangnya tenaga
pengawas dari badan pelayanan perijinan terpadg yaangawasi banyaknya pendirian
minimarket di lapangan dan belum dibentuknya stnuktepegawaian untuk peninjauan di

lapangan terkait SIUP .

3. Upaya untuk menghadapi hambatan tersebut adaalambah tenaga pengawas dari Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang yang mimmambuat tenaga pengawas dari Badan

Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang untuk paunan di lapangan terkait pemberian SIUP



(Surat ljin perdagangan), melakukan sosialisasigdenpara pemilik minimarket agar lebih
mengetahui tentang adanya pasal 23 ayat 2 peradaenah kota Malang nomor 8 tahun 2010
tentang penyelenggaraan usaha perindustrian dadagsergan terkait jarak pendirian

minimarket dengan pasar tradisional.

B. Saran

1. Melihat regulasi dari Peraturan Daerah Kota Mald&hgmor 8 Tahun 2010 Tentang
penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagaegmgguhnya sudah sangat tepat dan
sudah secara implisit mengatur sanksinya, oleh bsdéfoa maka sudah selayaknya jika
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010tahgnpenyelenggaraan usaha
perindustrian dan perdagangan di pertahankan damper&etat pemberian izin usaha bagi
para pengusaha yang akan membuat franchise agamjawetokasi pembuatan minimarket
tersebut apakah berdekatan dengan pasar tradisat@al berdekatan dengan minimarket
yang lain.

2. Pemerintah dalam setiap aktifitasnya terutama ybedhubungan dengan implementasi
kebijakan publik, perlu melihat aturan yang mendaga. Seperti pada pemberian izin
kepada pasar dan toko modern untuk berdiri. Petaéridalam hal ini adalah Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang (BP2T) rdat@aemberikan Surat izin pendirian
usaha wajib perpedoman dengan Peraturan Daerth Malang Nomor 8 Tahun 2010
Tentang penyelenggaraan usaha perindustrian ddagsergan.

3. Semakin banyaknya minimarket di kota Malang memblaatpak negatif yang sangat besar
terhadap keberadaan pasar tradisional dan selktmmial lainnya. Sehingga sangat perlu

dilakukan pengecekan kembali izin dari pendirianiyianana dari hasil penelitian, terdapat



minimarket yang menyalahi aturan mengenai anald@npak sosial ekonomi dari
masyarakat dan pelaku-pelaku usaha kecil yang aetisékitarnya.
. Menambah jumlah pengawas di lapangan dan melakpkagecekan lapangan apakah

pendirian franchise atau minimarket itu menyaldbran atau tidak terkait jarak.
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